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BAB IV 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 19 

(1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (4)1, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau 
denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).  

(2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1)2 dan Pasal 133 
dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau 
denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).  

                                                        
1 Pasal 4  

(2) Setiap perusahaan angkutan dan media telekomunikasi untuk umum, termasuk 
perwakilan atau pegawainya, yang menerima, membawa dan/atau menyampaikan 
surat, warkatpos, dan kartupos untuk pihak ketiga, dianggap telah melakukannya 
dengan memungut biaya.  

(4) Perusahaan yang melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan 
uang harus mendapat izin berdasarkan persyaratan yang diatur oleh Menteri. 

Penjelasan: 
Pasal 4 
Ayat (2)  Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dalam 

kegiatan usaha dalam bidang ini yang dilakukan oleh pihak lain selain 
badan yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3).  

Ayat (4)  Yang dimaksudkan dengan surat pos jenis tertentu, adalah barang 
cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil. Pengiriman uang 
dalam ayat ini tidak meliputi yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan.  

 Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini diwajibkan untuk 
mendapat izin berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Menteri, agar 
dicapai keserasian antara jasa yang diusahakan oleh badan sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3), dan jasa pelayanan, yang diusahakan 
oleh swasta, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan mengenai barang yang dilarang peredarannya di Indonesia dan 
barang yang dikenakan pemeriksaan pabean, dapat ditaati semestinya. 

2 Pasal 10  
(1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk 

umum, wajib mengangkut kiriman-pos yang diserahkan kepadanya oleh badan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (3). 

Penjelasan: 
Pasal 10  
Ayat (1) dan (2)  Angkutan yang diselenggarakan untuk umum patut 

dimanfaatkan sebesar besarnya untuk pengangkutan kiriman pos guna 
memperlancar penyelenggaraan pos untuk kepentingan umum. Arti 
pengangkutan meliputi pula transmisi dengan media telekomunikasi. 
Angkutan merupakan sarana pokok untuk menjamin terselenggaranya pos 
secara lancar dan teratur. Untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan 
kewajiban bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengangkut kiriman 
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(3) Jika tindak pidana yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

oleh, atau atas nama, suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang 
lain, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta 
tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, 
perserikatan, atau yayasan tersebut, maupun terhadap orang yang 
memberi perintah melakukan tindak pidana sebagai pimpinan atau 
penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian yang bersangkutan, 
ataupun terhadap kedua-duanya.  

(4) Perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah kejahatan 
dan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah 
pelanggaran.  

Penjelasan: 
Pasal 19  
 Ketentuan pidana dalam pasal ini merupakan pelengkap dari 

ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  

Ayat (1)  Cukup jelas.  
Ayat (2) Jika pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Undang-

undang ini, dalam penyelidikan terbukti merupakan 
pelanggaran pula terhadap Undang-undang lain, maka tidak 
tertutup kemungkinan untuk menuntut pengirim berdasarkan 
Undang-undang yang bersangkutan.  

Ayat (3)  Cukup jelas.  
Ayat (4)  Cukup jelas. 

Pasal 20  
Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 134, selain dipidana dengan 
pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (2), diwajibkan pula 
membayar ganti rugi kepada badan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 
3 ayat (3). 

Penjelasan: 
Pasal 20  
 Tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

                                                                                                                                 
pos yang diserahkan kepadanya oleh badan sebagaimana dimaksudkan 
dalam Pasal 3 ayat (3). Sebagai konsekuensi dari wajib angkut pos, maka 
perusahaan angkutan umum wajib melaporkan keberangkatan dan 
kedatangan alat angkutannya. 

3 Pasal 13 
Pengiriman benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman-pos, atau keselamatan 
orang, dilarang. 

Penjelasan: 
Pasal 13  Cukup jelas. 

4 Lihat catatan kaki 3 


